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LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daersh Provins: Jawa Tengah disusun uantak
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilaku<an
oleh Badan Kepegawaian Dacrah Provinsi Jawa Tengah selama satu periods pelaporan.

Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui realitas pendapatan dan belanja anggaran
vang telah ditetapkan. mengevaluasi efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang ada peda
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi dan membantu 2o
Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah schagai Eniitas Pelaporan dalam menyusun
Laporan Konsolidasi Pemerintsh Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 rentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelofaan
Keuangan Dacrah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi
mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai
dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur selama satu periode pelaporan untuk
kepentingan:

a. Akuntabilitas
Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijuhan vang tzlah
dipercayakan kepada cntitas pelaporan dalam mencapal tujuan yang telah ditetapkin secara
periodik.

b. Manajemen
Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian ates seluruh asset. kewajitan,
dan ekuilas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

¢. Transparansi

-

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakal berdasar<an
nertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara ferbuka dan menyeluruh
atgs perlanggung jaﬁ-ahan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya ;-mng- dipercayakan
kepadanya dan ketaataniya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar Generasi
Untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai
seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah penerasi vang akan datang diasumsiken akan
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1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangzan

Penvusunan Laporan Keuangan menyajikan informasi yvang bermanfaat begi para pengoung
dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik :
i Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayal

seluruh pengeluaran,

b.  Menyediakan informasi mengenai kesesualan cara memperoleh sumber daya ekenomi dan
alokasinya dengan anggaran vang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

G Menvediakan informasi menzenai jumlah sumberdaya ekonomi vang digunakan dalam kegiatan
entitas pelaporan sarta hasil-hasil vang telah dicapai.

d.  Menyediakan informasi mengenai bagaimana entilas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan

mengakup kebutihan kasnva.

&

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah

mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.

F. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan
dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi  mengenai

pendapatan dan belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah scbagai suatu entitas

akuntansi vang terdiri dari

{a} Laporan Realisasi Angearan,

(b} Meraca,

{e) Laporan Operasional,

{d) Laporan Parubahan Ekuitas,

{e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya

vang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam suatu periode pelaporan,
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
a.  Pendapatan
b,  Belanja
£, Transfer
d.  Surplus/ Defisit
2. Pembinvaan
. Sisa Lebih / Kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Angparan menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya

dalam suatu periode pelaporan.

Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengensi asset, kewajiban

dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan menzklasifikasikan assetnya dalam
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asset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek
dan jangka panjang.

Laporan Operasional
Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Dacrah maka
disusunlah Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai seluruh kegiatan operasional kevangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-
Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Penyusunan Laporan Operasional, Laporan

perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Pernhahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan
ekuitas yang terdiri dari ckuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir,
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ckuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LFE menyediakan informasi mengenai perubahan
posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sehagai akibat kegiatan

yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh

pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan
atas laporan keuangan sckurang-kurangnya disajikan dengan susunan sehagai berikut:

a.  Kas dan setara kas

b.  Investasi jangka pendek

c Piutang pajak dan bukan pajak
d. Persediaan

e Investasi Jangka Panjang

. Aset Tetap

g2 Kewajiban Jangka Pendek

h. Kewajiban Jangka Panjang

L. Ekuitas Dana
Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan Neraca menyajikan :

a, Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ckonomi makro, pencapaian target undang-
undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
target.

b.  Tkhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaparan

¢. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kehijakan akuntansi yang
dipitih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
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1.2

1.3

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah Pusat dan

Daerah antara lain

a. Peraturan Pemerintah Nomor 7] Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintsh ;

b.  Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dacrah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubsahan ke dua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

¢.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014
tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015:

d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 9 Okrober 2015 tentang
Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 20135

L Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatansahaan
Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;

f, Qurat Edaran Gubemur Jawa Tengah Nomor 900 / 016265 tanggal 16 Oktober 1015 tentang
Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Angearan 2015,

Sistematika Penulisan Catatan-Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daersh, serta Surat Edaran
Gubernur Jawa Tengah Nomor 500 / 016265 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan
APBD dan Penyusunan Laperan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2015, maka sistematika isi catatan atas [aporan Keuangan Badan Kepegawaian

Dacrah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut !

Bab1 Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
12 Landasan Hukum Penvusunan laporan Keuangan
1 Sistematika Penulizan Catatan atas Laporan Kevangan
Bab Il Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
T Ekonomi Makro
1 Kehijakan Keuangan
Bab II1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

il Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
32  Hambatan dan Kendala vang Ada Dalam Pencapaian Target Kinetja yang Telah
Ditetapkan
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Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1
4.2
4.3

44

Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Basis dan Prinsip Akuntansi vang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis Pengukuran vang Mendasari Penvusunan Laporan Keuangan

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yvang Ada Dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos — Pos Laporan Keuangan

il

35

34

Penjelasan Pos-pos Neraca

3.l Aset

3.1.2  Kewajiban

5.1.3 Ekuitas Dana

Fenjelasan Pos-Pos Laporan Kealisasi Anggaran
5.2.1 Pendapatan

522 Belanja

Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
5.2;1 DPendapatan
2.3.2  Beban

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Kenangan

Bab VIIPenutup
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